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ABSTRAK

Nabila Bagqiyatusshalihah, NIM. 20111033.
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020 DALAM PRAKTIK
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di
UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera), Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
Institut Ilmu Al-Qur’an (I1Q) Jakarta, 1446 H/ 2024 M.

JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga
terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses
Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite
Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional
dalam Jaminan Produk Halal. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 1,7 juta
UMKM makanan dan minuman dan yang sudah melakukan sertifikasi
halal baru 160 ribu hanya mencapai 10%. Dari pencapaian berikut
penulis mengidentifikasi praktik penerapan sertifikasi halal khususnya di
UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa
studi kasus dengan pendekatan empiris. Dengan sumber data primer
yang diambil dari hasil wawancara kepada Bapak Rachmat Asi Wibowo
Selaku Ketua UKM Mart dan Saudara Wawan Selaku Admin UKM
Mart, ketentuan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Fatwa MUI
Nomor 44 Tahun 2020 dan dengan sumber data sekunder yang diambil
dari observasi di UKM Mart dan data pelaku UMKM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik
sertifikasi halal di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera difokuskan pada
memastikan kehalalan produk UMKM dan meningkatkan kepercayaan
konsumen. Dengan memberikan bimbingan serta opsi sertifikasi halal
reguler atau self-declare, UKM Mart menunjukkan komitmennya pada
kualitas produk halal. Kedua, Praktik UKM Mart Koperasi Bina
Sejahtera menerapkan sertifikasi halal yang belum sepenuhnya sesuai
dengan UU Nomor 33 Tahun 2014, dikarenakan sertifikasi halal belum
menjadi persyaratan registrasi di UKM Mart. Ketiga, Praktik UKM Mart
telah sesuai dan berkomitmen menjalankan bisnis yang sesuai syariat
Islam dengan menjadikan sertifikasi halal sebagai fokus utama. Mereka
memastikan produk yang dijual tidak melanggar aturan Fatwa MUI
Nomor 44 Tahun 2020, sehingga memberikan jaminan kehalalan kepada
konsumen muslim.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Undang - Undang Nomor 33 Tahun
2014 dan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020
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ABSTRACT

Nabila Baqiyatusshalihah, NIM. 20111033. IMPLEMENTATION
OF THE NUMBER 33 YEAR 2014 AND FATWA MUI NUMBER 44
YEAR 2020 IN THE PRACTICE OF HALAL CERTIFICATION ON
MSME PRODUCTS (Case Study at UKM Mart Bina Warga Sejahtera
Cooperative), Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia
and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Science (IIQ) Jakarta,
1446 H /2024 AD.

JPH, BPJPH cooperates with relevant ministries and / or institutions,
Halal Examining Institution (LPH), Halal Product Process Assistance
Institution (LP3H), Indonesian Ulema Council (MUI), and Halal Product
Fatwa Committee. BPJPH also carries out international cooperation in Halal
Product Guarantee. Until now, there are around 1.7 million food and beverage
MSMEs and only 160 thousand have conducted halal certification, only
reaching 10%. From the following achievements, the author identifies the
practice of implementing halal certification, especially at UKM Mart Bina
Warga Sejahtera Cooperative.

This research uses a type of qualitative research in the form of a case
study with an empirical approach. With primary data sources taken from
interviews with Mr. Rachmat Asi Wibowo as Chairman of UKM Mart and Mr.
Wawan as Admin of UKM Mart, the provisions of Law number 33 of 2014
and MUI Fatwa Number 44 of 2020 and with secondary data sources taken
from observations at UKM Mart and data on MSME actors.

The results showed that: First, the practice of halal certification in
UKM Mart Bina Sejahtera Cooperative is focused on ensuring the halalness
of MSME products and increasing consumer confidence. By providing
guidance as well as regular or self-declare halal certification options, UKM
Mart demonstrates its commitment to halal product quality. Second, Bina
Sejahtera Cooperative SME Mart's practice of implementing halal
certification is not yet fully in accordance with Law Number 33 of 2014,
because halal certification has not yet become a registration requirement at
UKM Mart. Third, UKM Mart practices are in accordance and committed to
running a business in accordance with Islamic law by making halal
certification the main focus. They ensure that the products sold do not violate
the rules of MUI Fatwa Number 44 of 2020, thus providing a guarantee of
halalness to Muslim consumers.

Keywords: Halal Certification, Law Number 33 of 2014 and MUI
Fatwa Number 44 of 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya
beragama Islam. Dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk
mengkonsumsi makanan yang halal dan perintah larangan untuk menjadi
suatu kebutuhan yang wajib bagi umat Islam, baik berupa pangan, obat-
obatan ataupun jajanan ringan lainnya. Sesuai dengan keyakinan agama,
masyarakat Islam diwajibkan untuk mengkonsumsi produk-produk yang
halal dan foyyib. Dikarenakan status kehalalan merupakan masalah yang
begtu sensitif yang mana berkaitan dengan akidah atau kehidupan spiritual
muslim.

Konsep halal merujuk pada boleh atau tidaknya produk tersebut
untuk digunakan berdasarkan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Sedangkan, konsep foyyib berarti bagus, lebih mengutamakan pada
kualitas produk, kandungan gizi, kebersihan, keamanan serta kesehatan.
Mayarakat yang beragama Islam tidak hanya membutuhkan produk yang
aman dan bermutu, melainkan juga membutuhkan produk yang sudah
bersertifikasi halal.?

Produk halal merupakan suatu produk yang sudah memenuhi
rukun dan syarat halal yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun beberapa
produk yang sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak ada
mengandung bahan yang berasal dari babi, tidak ada mengandung khamr,

semua bahan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara

! Leo Galuh, “Memaknai Konsep Halal dan Haram dalam Islam”
https://www.dw.com/id/konsep-halal-haram-dalam-islam-bagian-satu/a-61597275%utm
(28 April 2022) Diakses pada tanggal 23 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB
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syariat Islam, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti,
bangkai atau darah, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan,
pengolahannya, tempat pengolahannya, dan alat untuk halal tidak boleh
digunakan untuk barang yang tidak halal yang kemudian digunakan untuk
produk halal. Oleh karena itu, sebaiknya harus dibersihkan terlebih dahulu
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. Allah SWT.
memberikan perintah kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan dan
minuman yang tidak hanya halal, tetapi harus baik juga.?

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban
bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan
bertahap di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan
berakhir 17 Oktober 2024.3

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham mengatakan
“Berdasarkan regulasi JPH, ada tiga kelompok produk yang harus sudah
bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama
tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku,
bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan
minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.”
Ketiga kelompok produk tersebut harus sudah bersertifikat halal pada 17
Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan
ada sanksinya. Untuk itu BPJPH memberi himbauan para pelaku usaha

2 Andi Lesmana, “Perkembangan Industri Halal, Potensi dan Strategi

Pengembangan” (Universitas Djuanda,2021):h.24

3 Fathia Sarifah “Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut UU JPH dan UU Cipta
Kerja Pada Produk Pangan Olah,” (Biro Hukum Kalimantan Tengah, 30 Desember
2021):h.15



untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH.* Dalam praktiknya
JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait,
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk
Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa
Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam
Jaminan Produk Halal. Sampai saat ini tercatat ada sekitar 1,7 juta UMKM
makanan dan minuman dan yang sudah melakukan sertifikasi halal baru
160 ribu hanya mencapai 10%.°

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit
termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.
BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan
oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober
2014. UU tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus dibentuk paling
lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.®

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA)
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di
BPJPH. Keputusan Menteri Agama (KMA) No 270 tahun 2016 tentang

4 BPJPH Kemenag RI “Produk Ini Harus Bersertifikasi Halal di Oktober 2024,
BPJPH Menghimbau Pelaku Usaha Segera Mengurus Sertifikasi Halal”
https://bpjph.halal.go.id/detail/produk-ini-harus-bersertifikat-halal-di-oktober-2024-
bpjph-imbau-pelaku-usaha-segera-urus-sertifikasi-halal Diakses Pada Tanggal 24 Agustus
2024 Pukul 01.00 WIB

5 Teten Masduki Mentri Koperasi dan UKM, Pelaku Usaha Wajib Bersertifikasi
Halal, (Wawancara oleh Tim TV One: Mei 2024) https:/youtu.be/ID5dzwvXj-
U?si=0G3S-b403B3bOI0Qm Diakses pada tanggal 19 September 2024 Pukul 14.09 WIB.

® BPJPH Kementerian Republik Indonesia  “https://bpjph.halal.go.id/
detail/tentang-bpjph” Diakses 24 agustus 2024 pukul 23.53 WIB
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https://bpjph.halal.go.id/%20detail/tentang-bpjph

Peta Proses Bisnis Kementerian Agama juga merupakan salah satu
regulasi yang mengatur BPJPH.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH
BPJPH berwenang untuk:’

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH

2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH

3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada
Produk

4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri

5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal

6. Melakukan akreditasi terhadap LPH

7. Melakukan registrasi Auditor Halal

8. Melakukan pengawasan terhadap JPH

9. Melakukan pembinaan Auditor Halal, dan

10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di
bidang penyelenggaraan JPH.

UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera merupakan wadah bagi
para pelaku UMKM untuk mempelajari tata cara berusaha yang halal dan
baik sekaligus memasarkan berbagai produk usaha seperti makanan,
minuman, kosmetik, dan lain sebagainya. Dengan keunggulan UKM Mart
merupakan koperasi pertama yang membina dan mengawasi langsung
perkembangan para pelaku UMKM di bekasi yang mendapat penghargaan
langsung dari wali kota bekasi hal ini disampaikan oleh bapak camat

8

dalam sambutannya di kantor kecamatan Bekasi Utara. adanya

pembinaan dan pengawasan sejak tahun 2020 yang didirikan langsung

" Indonesia, Undang-undang Tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 33
Tahun 2014

8 Sumpono Brama Camat Bekasi Utara, Pelatihan Packaging is Amazing Batch
17 Bekasi Utara, (Kantor Kecamatan Bekasi Utara: 24 Agustus 2024 Pukul 08.00)



oleh para RW dan juga dinas koperasi dan UMKM di Teluk Pucung.
Seharusnya para pelaku UMKM yang menjual produknya sudah
melakukan Sertifikasi halal, namun sampai saat ini masih banyak produk-
produk di UKM Mart yang belum melakukan sertifikasi halal informasi
ini didapatkan dari Bapak Rachmat Adi Wibowo selaku ketua UKM
Mart.® Penelitian ini penting guna menganalisis praktik penerapan sertifikasi
halal pada produk UMKM pada UKM Mart Bina Warga Sejahtera dengan
kesesuaiannya dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan maqashid
Syariah dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANGAN-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 44 TAHUN 2020
DALAM SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK UMKM, Studi Kasus di
UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera”
. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat di

identifikasi masalah sebagai berikut:

a. Meskipun berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 33 tahun
2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH) sudah mewajibkan
pelaku UMKM untuk sertifikasi halal, tetapi di UKM Mart Koperasi
Bina Warga Sejahtera masih banyak produk yang belum
bersertifikasi halal.

b. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 sudah dijelaskan aturan
mengenai pelaksanaan sertifikasi halal, tetapi pada pelaksanaanya
masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di UKM
Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dalam praktik sertifikasi halal.

% Lestari Intan Dwi, “Analisis Persepsi Konsumen Tentang Penerapan Etika
Bisnis Islam”, (Universitas Siliwangi, 2022):h.9



Penerapan proses sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart
Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan prinsip fatwa MUI no 44
tahun 2022 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk
yang tidak dapat disertifikasi halal.

Kendala dan tantangan yang dihadapi UMKM di UKM Mart
Koperasi Bina Warga Sejahtera dalam memperoleh sertifikasi halal.
Pemahaman pelaku UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga
Sejahtera mengenai kewajiban sertifikasi halal masih rendah, padahal
sertifikasi halal dapat menjamin kenyamanan dan keamanan bagi

para konsumen.

. Pembatasan Masalah

a.

Penelitian ini akan memfokuskan pada praktik sertifikasi halal pada
produk UMKM khususnya produk makanan dan minuman di UKM
Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera

. Penelitian ini akan memfokuskan pada kesesuaian penerapan

sertifikasi halal pada UMKM di UKM mart Koperasi Bina Warga
Sejahtera dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang
jaminan produk halal (JPH)

Penelitian ini akan memfokuskan pada kesesuaian penerapan
sertifikasi halal pada UMKM di UKM mart Koperasi Bina Warga
Sejahtera dengan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang
penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat

disertifikasi halal

. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:



a. Bagaimana praktik penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM
di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera?

b. Bagaimana kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada produk
UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan
undang-undang nomor 33 tahun 2014?

c. Bagaimana kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada produk
UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera berdasarkan
fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk
dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian pada permasalahan di atas adalah sebagai
berikut:

a. Untuk mengidentifikasi praktik penerapan sertifikasi halal pada
produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera.

b. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada
produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera
berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014.

c. Untuk menganalisis kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada
produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera
berdasarkan fatwa MUI nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan
nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Teoritis
a. Manfaat secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangsih atau

khazanah keilmuan dalam bidang muamalah.



b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkenbangan penerapan
sertifikasi halal pada UMKM
c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan

dengan sertifikasi halal.

2. Praktis

a. Memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif bagi
perorangan atau sekelompok pemegang UKM dan UMKM terkait
penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM di UKM Mart
Koperasi Bina Warga Sejahtera dalam undang-undang nomor 33
tahun 2014 dan fatwa MUI

b. Menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi UKM Mart Koperasi
Bina Warga Sejahtera yang selaras dengan undang-undang nomor
33 tahun 2014 dan fatwa MUL.

c. Memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat tentang
penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM yang selaras dalam
undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan fatwa MUI

E. Kajian Pustaka

1 Harisah dan An-nuriyah Al-masuniyah, "Analisa Status Halal Produk
UMKM Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Standardisasi Fatwa Halal,” Jurnal Hukum Ekonomi, 2003.

Dalam jurnal ini menjelaskan toko at-tarqiyah dalam aktivitas
kritisnya ditemukan penggunaan bahan baku yang berupa petis tidak
terdapat label halal. Kedua, hasil analisa yang peneliti lakukan dengan

menggunakan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang standardisasi fatwa



halal menunjukkan bahwa produk UMKM atTarqgiyah yaitu BAPER
tidak memenuhi prinsip halal 100% sesuai dengan prinsip LPPOM-
MUI. 1% Dikarenakan bahan baku yang digunakan tidak berlabel halal
maka tidak diketahui asal usul bahan, proses, fasilitas yang digunakan,
tidak hanya itu bahan tidak berlabel halal juga termasuk ke dalam
aktivitas kritis yang menyebabkan ketidakhalalan suatu produk.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah sama-sama membahas kehalalan terhadap suatu produk UMKM,
yang dapat peneliti pelajari sebagai bahan mengevaluasi penerapan
UMKM. Adapun perbedaannya penelitian ini hanya menganalisis
berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dijadikan
sebagai dasar hukum, sedangkan penelitian skripsi penulis akan
membahas kesesuaian penerapan sertifikasi halal pada UMKM dalam
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fatwa MUI nomor 44 tahun
2020.

2 Wildah Amalinah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP KEHALALAN PRODUK FROZEN FOOD
(STUDI KASUS TOKO FROZEN FOOD BABADAN,
PONOROGO).” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Dalam skripsi ini mereka metinjau dari hukum Islam terhadap
kehalalan produk frozen food di Babadan Ponorogo dan meninjau dari
aspek hukum positif terhadap kehalalan produk frozen food Babadan
Ponorogo. Dalam penelitian mereka menggunakan studi lapangan (field

research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan

0 Harisah dan An-nuriyah Al-masuniyah, Analisa Status Halal Produk UMKM
Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, (IAIN
Madura 2023):h.3



data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yang mereka
gunakan adalah metode induktif.!!

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis adalah
sama sama membahas kesesuaian produk UMKM terhadap Hukum
Islam dan Hukum Positif. Adapun perbedaannya penelitian ini meninjau
dari segi hukum islam sedangkan penelitian skripsi penulis akan
memfokuskan pada Penerapan Sertifikasi Halal pada beberapa produk
UMKM di UKM Mart Bina Warga Sejahtera tentang kesesuaiannya
dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 dan maqashid Syariah.

3 Alva Salam, dan Ahmad Makhtum, "IMPLEMENTASI JAMINAN
PRODUK HALAL MELALUI SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KABUPATEN
SAMPANG." Jurnal, 2022.

Dari jurnal ini peneliti menyimpulkan kondisi yang
menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM
memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem halal
sehingga selanjutnya agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang
tepat dalam mewujudkan desain industri makanan halal.*?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah kewajiban bagi masyarakat yang memiliki UMKM untuk

bersertifikasi halah pada produknya dan sama-sama meneliti sejauh

mana kesesuaian implementasi JPH melalui sertifikasi halal pada

1 Wilda Amalinah. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Kehalalan Produk Frozen Food, IAIN Ponorogo, 2022

12 Alva Salam, dan Ahmad Makhtum. Implementasi jaminan produk halal melalui
sertifikat halal pada produk makanan dan minuman UMKM di kabupaten Sampang,
(Universitas Trunojoyo Madura), 2022
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produk UMKM. Adapun perbedaannya penelitian ini yakni pada fokus
penelitian ini menganalisis kondisi ekosistem sertifikasi halal pada
produk UMKM sedangkan penelitian skripsi ini menggunakan UU JPH
dan Fatwa MUI sebagai landasan hukum untuk menganalisis

kesesuaian dalam praktik UMKM untuk bersertifikasi halal.

4 Rudiyanto, “PROSES SERTIFIKASI HALAL LPPOM MUI PADA
USAHA KECIL, DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA PALANGKA
RAYA.”, Thesis, 2021.

Dalam thesis ini peneliti menyimpulkan bahwa Sertifikasi halal
dalam perspektif ekonomi syariah menerapkan tiga prinsip etika yaitu,
akidah, shiddiq, dan amanah yang berkaitan dengan urgensi sertifikasi
halal tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pelaku usaha antara lain,
pentingnya memakan makanan yang halal, memberikan jaminan dan
rasa aman serta perlindungan.®

Persamaan penelitian thesis ini dengan penelitian skripsi penulis
ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana proses sertifikasi
halal dan peran pemerintah untuk mencapai UMKM yang bersertifikasi
halal. Adapun perbedaannya penelitian ini masih menggunakan
LPPOM MUI dalam meninjau hukum mengenai penyelesaian proses
sertifikasi halal sedangkan penelitian skripsi penulis sudah
menggunakan lembaga BPJPH dan Fatwa MUI sebagai tinjauan
hukum dari peraturan yang baru pada UMKM di UKM Mart Koperasi
Bina Warga Sejahtera.

13 Rudianto, Proses Sertifikasi Halal Lppom Mui Pada Usaha Kecil, Dan
Menengah (Ukm) Di Kota Palangka Raya (UIN Syarif Hidayatullah, 2021):h.32
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5 Diyah Mar’atus Syafi’ah dan Lailatul Qadariyah, “ANALISIS
IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MELALUI
SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK PANGAN OLAHAN
SALAK.” Jurnal, 2022.

Adapun jurnal ini mereka melakukan dengan teknik studi
deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulannya datanya dilakukan
dengan observasi, dokumentasi serta wawancara terhadap informan.
Berdasarkan studi yang mereka lakukan dapat peneliti simpulkan
kondisi yang menunjukkan bahwa UMKM UD BUDI JAYA menjamin
terkait konsistensi kehalalan produk baik dari segi komposisi bahan,
peralatan, tempat produksi serta proses produksi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian skripsi penulis
adalah sama-sama membahas JPH dan sertifikasi halal. Adapun
perbedaannya penelitian ini hanya meneliti satu produk dari UMKM
yaitu pangan olahan salak dan memfokuskan sampai ke tata cara yang
sesuai untuk menjaga kehalalan dari produk tersebut. }* Sedangkan
penelitian skripsi ini akan meneliti bagaimana proses penerapan yang
sudah bersertifikasi halal dan kendala apa yang terjadi pada beberapa
UMKM sehingga belum memiliki sertifikasi halal.

F. Teknik Penulisan
Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah, Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta
2021.

14 Diyah Mar’atus Shalihah dan Lailatul Qadariyah, Analisis Implementasi
Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Olahan Salak.
(Universitas Trunojoyo Madura, 2022):h.12
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G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan struktur uraian pembahasan karya

ilmiah. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada BAB pertama berisi pengantar publikasi ini sebagai latar
belakang, yang merupakan pendahuluan dan uraian singkat tentang
masalah yang diteliti, masalah (termasuk mengidentifikasi masalah dari
latar belakang yang ada, kemudian merupakan batasan masalah dan terdiri
dari beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini melalui
rumusan masalah), tujuan penulisan artikel ilmiah ini, beberapa kegunaan
dari hasil penelitian ini, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan

penjelasan dari metode analisis penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab kedua ini peneliti memaparkan teori-teori yang berkaitan
dengan penelitian meliputi: (A) Sertifikasi Halal*®: 1. Pengertian Sertifikasi
Halal | 2. Dasar hukum Sertifikasi Halal | 3. Prosedur Sertifikasi Halal | 4.
Administrasi Sertifikasi (B) UMKM: 1. Pengertian UMKM | 2. Dasar
Hukum UMKM | 3. Kriteria UMKM | 4. Pembiayaan UMKM Di Indonesia
| 5. Dukungan Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Bagi UMKM dalam
Sertifikasi Halal (C) Koperasi | 1. Ciri-ciri Koperasi | 2. Koperasi Perspektif
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah | (D). Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: | 1. Latar Belakang Undang-
Undang | 2. Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang | 3. Pasal 1
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 | (E). Maqasid Syariah | 1.

15 Eka Rahmayuningsih, “Sertifikasi Halal dalam Perspektif Mashlahah
Mursalah”Universitas Darrussalam Gontor, (2021):h.126
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Pengertian Maqasid Syariah | 2. Pembagian Maqasid Syariah | 3. Maqasid

Syariah dalam Pengembangan Hukum

BAB III: Gambaran Umum

Dalam BAB ini menguraikan tentang profil UKM Mart Koperasi
Bina Warga Sejahtera. A.Sejarah UKM Mart Koperasi Bina Warga
Sejahtera, B.Visi dan Misi UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera,
C.Produk dan Jasa UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, D. Tujuan
UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera, E. Manfaat UKM Mart
Koperasi Bina Warga Sejahtera, F. Kegiatan UKM Mart Koperasi Bina
Warga Sejahtera, G. Struktur UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian

Bab keempat ini menyajikan hasil kajian berupa Praktik Sertifikasi
Pada Produk UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera’® dan
analisis kesesuaian Praktik Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di UKM
Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dengan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 dan analisis kesesuai Praktik Sertifikasi Halal Pada Produk
UMKM di UKM Mart Koperasi Bina Warga Sejahtera dengan Magasid
Syariah.

BAB V: Penutup

Bab terakhir memberikan kesimpulan berupa kunci jawaban atas
pertanyaan yang disampaikan dalam rumusan masalah dan tanggapan
terhadap hasil penelitian bagi para pembaca dari kalangan akademik
maupun non akademik, sehingga hasil penelitian ini dapat dikembangkan

atau dijadikan sebagai masukan tersendiri bagi pihak-pihak terkait.

16 Herry Haveliady Arif, Company Profile UKM Mart Kota Bekasi (Bekasi,2022):h.12



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka

dapat disimpulkan bahwa IMPLEMENTASI UNDANGAN-UNDANG

NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN MAQASHID SYARIAH DALAM

SERTIFIKASTI HALAL PADA PRODUK UMKM (Studi Kasus di UKM

Mart Bina Warga Sejahtera)

1. Praktik Penerapan Sertifikasi Halal pada Produk UMKM di UKM
Mart Koperasi Bina Sejahtera sangat terfokus pada memastikan
kehalalan dan kualitas produk yang dihasilkan. UKM Mart
memberikan bimbingan dan arahan kepada UMKM untuk
mengikuti proses sertifikasi halal dengan serius. Mereka
mendorong UMKM untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha
(NIB) untuk mendapatkan label halal bagi produk-produk mereka.
UKM Mart juga memberikan pilihan antara sertifikasi halal reguler
melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau sertifikasi halal self-
declare yang disahkan oleh pendamping Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (PPH). Dengan demikian, praktik penerapan
sertifikasi halal di UKM Mart Koperasi Bina Sejahtera
mencerminkan komitmen dalam memperhatikan kehalalan produk
UMKM dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap
produk halal yang dihasilkan.

2. Praktik penerapan sertifikasi halal di UKM Mart Koperasi Bina
Sejahtera sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal. UKM Mart menjadikan

sertifikasi halal sebagai fokus utama dalam menjamin kehalalan
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produk yang dihasilkan oleh UMKM binaannya, memberikan
arahan, bimbingan, dan dukungan kepada UMKM binaan untuk
memahami proses sertifikasi halal, baik melalui Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) maupun Self Declare, serta aktif dalam
meningkatkan  kesadaran UMKM  mengenai  pentingnya
sertifikasi halal dan memberikan informasi mengenai aturan
yang berlaku. Mereka juga melakukan pengawasan berkala
terhadap produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi
halal untuk memastikan standar kehalalan tetap terjaga.
Komitmen UKM Mart dalam mendukung sertifikasi halal
menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan prinsip-
prinsip kemaslahatan dalam ajaran Islam, sejalan dengan tujuan
utama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 untuk
melindungi konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap

produk halal.

. Praktik penerapan sertifikasi halal pada UKM Mart menunjukkan

kesesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 dengan
menjadikan sertifikasi halal sebagai fokus utama, memberikan
arahan dan dukungan kepada UMKM binaan terkait sertifikasi
halal, melakukan pengawasan berkala terhadap produk-produk
yang telah mendapatkan sertifikasi halal, serta mendorong UMKM
lokal untuk memahami aturan yang ditetapkan dalam fatwa
tersebut. Ini menunjukkan bahwa UKM Mart memiliki kesadaran
terhadap pentingnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan
syariat Islam dan memastikan bahwa produk yang mereka jual
tidak melanggar aturan tentang penggunaan nama dan simbol yang

menyinggung agama atau berkonotasi negatif.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan untuk mengidentifikasi
peluang  pengembangan, memberikan wawasan  tambahan,
mengarahkan langkah-langkah tindak lanjut setelah penelitian, dan
meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan yaitu:
1. Saran bagi pembaca akademisi atau non akademisi yaitu:

a. Teruntuk UKM Mart, untuk lebih memperkuat sistem
pendampingan bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal.
Pendampingan yang lebih intensif dan terstruktur dapat
membantu UMKM mengatasi kendala dan memastikan
kelancaran proses sertifikasi, serta UKM Mart perlu
membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif
untuk memantau efektivitas program sertifikasi halal dan
mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

b. Teruntuk Masyarakat Umum, perlu meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi
kesehatan, keamanan, dan kepercayaan konsumen, serta dapat
mendorong penerapan sertifikasi halal di semua sektor,
termasuk industri makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi.

2. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk membandingkan efektivitas
metode sertifikasi halal reguler dan self-declare. Hasil penelitian
dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat bagi UMKM

dalam memilih metode sertifikasi halal yang sesuai.
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